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WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 47 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 42 TAHUN 2012
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 201 2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Makassar Nomor
050.13/622/K/X11/2012 Tanggal 11 Desember 2012 Perihal
Permohonan pergeseran anggaran; -

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No 4
Tahun 2009 tentang Pokck-Pokok Pengslolaan Keuangan
Daerah pasal 86 ayat 8, pergeseran anggaran antar rincian
obyek belanja dalam satu cbyek belanja ditetapkan dengan
Peraturan Walikota; :

¢. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Makassar. '

Mengingat :1. .Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1259 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemeor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara vyang Bersih dan Bebas dari Koruﬁsi. Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); |



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 ),

4. Undang-Undang Nomoer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Normor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);



11.Peraturan Pemerintah Ncmor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593,

13, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indcnesia Tahun 2008 Nomor 25, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

14.Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nemer 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4418) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 fentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 teniang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelelaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubzhan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tfentang Pedoman
Pengelclaan Keuangan Daerah;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;



18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 fentang
Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2011 teniang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011
Nomor 7Y;

20.Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2012 Nomor 4};

21.Peraturan Walikota Makassar Nomor 80 Tahun 2009 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;

22.Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 ienfang
Sistern dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

23.Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Makassar
Nomaor Tahun 2011 Nomor 86);

24 Peraturan Walikota Makassar Nomor 42 Tahun 2012 tenfang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah
Kota Makassar Nomor Tahun 2012 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Merubah Belanja Langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
pada Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Badan/Lembaga yang dimuat
pada Jampiran Peraturan Walikota Makassar Nomor 42 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2012 sebagaimana terlampir pada Peraturan YWalikota ini.



Pasal 2

Peraturan Walikota Makassar ini merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota Makassar Nomor 42 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3 .

Peraturan Walikota Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau
perkembangan lain dalam pelaksanaan peraturan ini akan diadakan perubahan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanfygal 07 Desember 2012

MAKASSAR
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H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 07 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
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H. AGAR JAYA |
Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 47



